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Lampiran : Rancangan Naskah Manifes Kebudayaan1

RANCANGAN NASKAH MANIFES KEBUDAYAAN
SEBUAH MANIFES KEBUDAJAAN

KAMI, pengarang2, pelukis2, pemusik2, tcendekiawan2 Indonesia dengan 
ini mengumumkan SEBUAH MANIFES KEBUDAJAAN, karena telah tibalah 
saatnja untuk dengan terang2-an menjatakan pendirian, tjita2 dan politik 
kebudajaan nasional kami.

Telah terbukti adanja ketakutan2 dari hati jang kerdil terhadap kaum 
budajawan Indonesia jang dengan patriotisme dan ketjintaannja mendjalankan 
kegiatan2 kreatifnja sebagai pengabdian jang mutlak kepada Tuhan, nusa dan 
bangsa, demokrasi, humanisme dan sosialisme.

Sesungguhnja regenerasi revolusi Indonesia tidak dapat dipisah-pisahkan 
dgn regenerasi kebudajaan Indoesia. Oleh sebab itu kami jang mendukung 
MANIFES ini hendak menjatakan pendirian kami jang terus-terang bahwa kami 
tidak dapat pula menempuh djalan apa jang dinamakan humanisme universal oleh 
apa jang dinamakan Angkatan 45 karena digurui oleh doktrin2 kebudajaan jang 
tidak sesuai dengan kondisi2 objektif kami; tetapi sebaliknja kami tidak dapat 
pula menempuh djalan apa jang dinamakan realisme sosialis oleh sedjumlah 
pengarang dan seniman dalam tahun2 50-an karena digurui pula oleh doktrin2 
kebudajaan jang tidak sesuai dgn kondisi2 objektif kami.

MANIFES kami ini akan membuktikan dgn se-terang2-nja bahwa kami 
bukanlah pelarian kaum politisi jang berlindung dibalik topeng kebudajaan karena 
bagi kami kebudajaan tidaklah merupakan sub-ordinasi politik, dan oleh karena 
itulah kami bukan politisi, melainkan karjawan2 jang sebagai konsekwensi jg tak 
mungkin kami hindari bermaksud mengamankan Revolusi Indonesia, bukan dgn 
tjara jg defensif sadja, tetapi terutama dgn tjara jg sekreatif2-nja. Oleh karena itu 
tidaklah perlu diherankan apabila kami berlandaskan PANTJASILA sbg falsafah 
kebudajaan kami. 

I. KEPRIBADIAN DAN KEBUDAJAAN NASIONAL

Dalam pengertian kami jg bersumber dlm hikmah PANTJASILA 
kebudajaan bukanlah kondisi objektif, apalagi hasil sbg barang mati.

Dlm pengertian kami kebudajaan adalah perdjoangan manusia sbg totalitas 
dlm menjempurnakan kondisi2 hidupnja. Oleh sebab itu pula maka Kebudajaan 
Nasional bukanlah semata2 ditandai oleh “watak nasional”, tetapi Kebudajaan 

                                               
1 Selain menampilkan fotokopi naskah rancangan Manifes Kebudayaan dan naskah Manifes 
Kebudayaan sebagai bukti autentik yang mendukung penelitian ini, penulis juga  melampirkan 
naskah rancangan Manifes Kebudayaan dan naskah asli Manifes Kebudayaan yang telah diketik 
ulang. Hal ini dimaksudkan  untuk memudahkan pembaca dalam membaca naskah tersebut. 
Penulisan lampiran tersebut disesuaikan dengan naskah asli. Oleh karena itu, penulisan lampiran 
tersebut tidak mengalami perubahan dalam hal ejaaan. 
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Nasional adalah perdjoangan nasional dari suatu bangsa sbg totalitas dlm 
menjempurnakan kondisi2 hidup nasionalnja.

Djadi predikat kebudajaan adalah perdjoangan dgn membawa 
konsekwensi2 jg mutlak dari sektor2-nja, seperti kesusastraan dan kesenian. Dari 
sinilah kami harus mendjelaskan  kepada mereka jg masih dapat terpengaruh oleh 
pendapat2 jg meragu2-kan revolusionernja kebudajaan jg menarik semua 
kegiatannja sesuai dgn kekuatan2 pokoknja jg revolusioner itu.

Sepenuhnja pengertian kita tentang kebudajaan seirama dgn 
PANTJASILA karena PANTJASILA adalah sumbernja, apabila Bung Karno 
mengatakan: “Maka dari itu djikalau bangsa Indonesia ingin supaja 
PANTJASILA jg saja usulkan itu mendjadi satu realitet, jakni djika kami ingin 
hidup mendjadi satu bangsa, satu nationaliteit jg merdeka, jg penuh dgn 
perikemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusjawaratan, hidup mendjadi satu 
bangsa, satu nationaliteit jang merdeka jg penuh dgn perikemanusiaan, ingin 
hidup di atas dasar permusjawaratan, ingin hidup sempurna dgn sociale 
rechtavardgheid, ingin hidup sedjahtera dan aman, dgn ke-Tuhan-an jg luas dan 
sempurna, djanganlah lupa akan sjarat untuk menjelenggarakannja, ialah 
perdjoangan dan sekali lagi perdjoangan”.

Betapa djelasnja pengertian Kebudajaan Nasional sbg perdjoangan untuk 
memperkembangkan dan mempertahankan harga-diri nasional ditengah2 
masjarakat bangsa2. Djadi Kepribadian Nasional jg merupakan implikasi dari 
Kebudajaan Nasional kita itu adalah apa jg oleh Presiden Soekarno dirumuskan 
sbg “Freedom to be free”, sehingga Kebudajaan Nasional kita digerakkan oleh 
suatu Kepribadian Nasional jg membebaskan-diri dari penguasaan 
(tjampurtangan) asing, tetapi bukan untuk mengasingkan diri dari masjarakat 
bangsa2 melainkan djustru untuk menjatukan diri dgn masjarakat bangsa2/setjara 
bebas dan dinamik sbg persjaratan2 jg tak dapat ditawar bagi perkembangan jg 
pesat dari Kepribadian dan Kebudajaan Nasional kita jg pandangan-dunianja 
bersumber pada PANTJASILA. 

MANIFES ini ingin membuktikan bahwa sbg falsafah demokrasi 
PANTJASILA menolak sembojan: “The End Justifies the Means” tsb., pendeknja 
apabila tidak diakui perbedaan antara tudjuan dan tjara sehingga orang menudju 
tudjuan dgn menjisihkan kepentinganja tjara mentjapainja. Demikianlah 
umpamanja di bidang pentjiptaan karja2 artistik dimana orang lebih 
mementingkan aspek propagandanja daripada aspek kesusastraannja, adalah 
setjara corralair merupakan pelaksanaan dari sembojan “The End Justifies and 
The Means” sbg suatu sembojan jg bertentangan dgn PANTJASILA. “The End 
Justifies the Means”—apabila orang mengemukakan apa jg bukan kesusastraan 
sbg kesusastraan, apa jg bukan kesenian sbg kesenian, apa jg bukan ilmu-
pengetahuan, dsb. Perkosaan seperti itu bukanlah tjara insanijah, melainkan tjara 
alamiah. Perkosaan adalah mentah sedang pentjiptaan karja mengalahkan 
kementahan dgn tjara manusia untuk mentjiptakan dunia jg damai, dimana dapat 
dilakukan pendidikan jg paling sempurna. Kesenian sbg penjtiptaan karja manusia 
akan abadi hanja apabila bukan sadja tudjuan adalah kemanusiaan, tetapi apabila 
tjaranja adalah kemanusiaan dan itulah implikasi jg paling esensil dari 
PANJTASILA sbg falsafah demokrasi jg kami perdjoangkan setjara prinsipiil.

Dalam perdjoangan itu kami menghadapi dua matjam bahaja:
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Pertama, bahaja jg pertama datangnja dari pendidik2 gadungan jg 
mengatas nama pendidikan nasional mengambil pola kebudajaan asing sebagai 
konsep pendidikan nasional.

Kedua, bahaja jg lain datangnja dari ketjenderungan pendidik gadungan 
pula jg mengadjarkan pemudjaan2 demikian rupa, sehingga menimbulkan 
kebekuan kebudajaan.

Adapun bahaja bagi kebudajaan jg paling mengantjam datangnja dari 
wilayahnja sendiri, tetapi jg terang inilah bahwa sumber pokok dari bahaja tsb 
terletak dlm ketjenderungan2 fetisj sebagai ketjenderungan non-kreatif. Memang 
ketjenderungan tsb manifestasinja tidak hanja dlm pendewaan, melainkan terdapat 
djuga dlm pensjetanan sbg umpamanja jg kami kenal dlm wilajah kesusastraan. 
Sbg mana fetisj2 itu bermatjam2, demikianlah pula kesusastraan2 fetisj. Sbg mana 
terdapat fetisjisme dari djiwa-pelindung di samping fetisjisme dari djiwa-
pendendam, demikianlah kesusastraan jg mengabdi kepada djiwa-pelindung dgn 
memberikan sandjungan2 setjara ber-lebih2-an, berikan fitnahan2 setjara ber-
lebih2-an pula. Tidak djarang terdjadi bahwa kedua matjam kesusastraan fetisj itu 
mempunjai pretense “kesusastraan revolusioner”, tetapi dlm halnja demikian 
maka kesusastraan2 fetisj itu kita namakan kesusastraan dgn “fausse devotion” 
sbg pengabdiannja, jaitu pengabdian pura2.

Kesusastraan kreatif, berlawanan dgn kesusastraan fetisj, tidak mentjari 
sumbernja dlm fetisj2, melainkan dlm dirinja sendiri, sehingga dgn ini kami 
menolak fetisjisme dalam segala bentuk dan manifestasinja. Kesusastraan seperti 
itu djika menjokong revolusi tidaklah bersumber dlm fetisjisme dari djiwa-
pelindung, sebaliknja djika mengkritik ekses2 revolusi tidaklah pula bersumber 
dlm fetisjisme dari djiwa pendendam. Kami tidak memperdewakan Revolusi 
karena kami tidak mempunjai “fausse devotion”; sebaliknja kamipun tidak 
mempersetankan Revolusi karena kami tidak pula mempunjai “fausse devotion”. 
Tetapi kami adalah revolusionair!

Kami tidak lebih daripada manusia lainnja, direntjanakan namun 
merentjanakan, ditjiptakan namun mentjiptakan. Itu sadja dan tidak mempunjai 
pretense apa2. Oleh sebab itulah maka kami tidak pernah mengharamkan 
pertolongan dari daja-kekuatan gaib, melainkan pertjaja kepada diri sendiri, 
karena kegagalan2 kami sendiri, karena kegagalan2 itu bukanlah achir 
perdjuangan hidup kami. 

Dengan ini kami bermaksud mempertegas sikap demokrasi dalam 
menghadiri masalah2 Kebudajaan Nasional. 

II. KAUM POLITISI DAN KARYAWAN

Ada tiga tafsiran tentang humanisme universel, tafsiran2 mana perlu kami 
kemukakan. Tafsiran jang pertama bersumber dalam surat-kepertjajaan 
“Gelanggang Seniman Merdeka” jang disusun pada tanggal 18 Februari 1950: 
“Kami adalah achli waris jang sah dari kebudajaan dunia dan kebudajaan ini kami 
teruskan dengan tjara kami sendiri”. Hampir seluruh pengertian kami tentang 
kebudajaan, karena bagi kami kebudajaan bukanlah kondisi objektif, sehingga 
tidaklah mungkin kita menerima warisan kebudajaan, apalagi kebudajaan dunia. 
Teranglah sudah bahwa jang dimaksudkan dengan kebudajaan dunia adalah 

manifes kebudayaan..., Saktiana Dwi Hastuti, FIB UI, 2009



Universitas Indonesia

137

kebudajaan Barat. Kami akan menerangkan bahwa sekiranja demikianlah adanja 
maka kami menolak humanisme universal itu. 

Tafsiran jang kedua bersumber dalam konsekwensi logik dari alam-fikiran 
Mau Tse-Tung tentang kontradiksi, dimana Pemimpin Tiongkok itu mengatakan 
bahwa kontradiksi itu ada dua matjam, jaitu adalah kontradiksi dengan lawan, dan 
jang terachir adalah kontradiksi dengan kawan sendiri. Humanisme universel 
menurut tafsiran jang kedua itu bermaksud mengaburkan perbedaan antara kedua 
matjam kontradiksi itu, dengan perkataan lain bermaksud mengaburkan garis 
pemisah antara lawan dan kawan. Kami akan menerangkan bahwa sekiranja 
demikianlah adanja sebagai jang dilakukan oleh Nica dahulu, dimana diulurkan 
kerdjasama kebudajaan disatu fihak, tetapi dilakukan aksi militair dilain fihak, 
maka kami menolak humanisme universel itu.

  Tafsiran jang ketiga bersumber dalam djalan fikiran bahwa kebudajaan 
dan kesusastraan itu adalah semata2 nasional, sehingga kebudajaan dan 
kesusastraan jang universel harus ditolak, maka kami akan menerangkan bahwa 
kami menerima humanisme universel.

Memang benarlah bahwa ketjenderungan kulturil dalam menghajati nilai2 
universel, tetapi meneruskan kebudajaan dunia dalam arti memandang kebudajaan 
dunia itu sebagai kondisi2 objektif, sebagai warisan sedjarah, dilihat dari sudut 
ilmiah dan psychologi tidaklah dapat dipertanggung-djawabkan. Pikiran tentang 
kebudajaan dunia sebagai jang dirumuskan oleh Surat-Kepertjajaan Seniman 
Muda itu dipandang dari sudut idealisme anak2 muda jang belum mempunjai 
dasar berfikir jang kuat dapatlah kita mengerti, tetapi dalam fikiran kami 
kebudajaan dunia itu tidak ada, dan tidak akan pernah ada. Pengertian kebudajaan 
dunia itu terlalu luas, dan karenanja terlalu kabur. Kami mengetahui bahwa 
kemanusiaan adalah tunggal, tetapi itu tidak berarti bahwa kebudajaanpun adalah 
tunggal. Malahan fikiran jang beranggapan bahwa kebudajaan adalah tunggal 
pantaslah kita tjurigai, bukan oleh karena kita tidak setudju dengan kebudajaan 
jang universel, melainkan karena fikiran seperti itu memungkinkan timbulnja 
imprealisme kebudajaan sebagai suatu nafsu untuk meradjai negeri dan bangsa 
lain di lapangan kebudajaan.

Tetapi apabila dengan kebudajaan dunia itu jang dimaksud bukan kondisi 
objektif, melainkan perdjuangan manusia sebagai totalitas dalam usahanja 
mengachiri pertentangan antara manusia dan kemanusiaan, maka kita menyetudjui 
adjakan untuk meneruskan kebudajaan dunia itu, karena dengan demikian 
kebudajaan dunia itu merupakan “the motive force of history”, dan itu sepenuhnja 
sama dengan fikiran kita bahwa dunia itu adalah perdjuangan dari budi nurani 
universel dalam memerdekakan setiap manusia dari kungkungan2-nja, 
perdjuangan jang memperdjuangkan tuntutan2 Rakjat Indonesia, karena Rakjat di 
mana2 dibawah kolong langit ini tidak mau ditindas oleh bangsa2 lain, tidak mau 
dieksploitir oleh golongan2 apapun meskipun golongan itu adalah dari bangsanja 
sendiri; mereka menuntut kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa-
takut, baik jang karena antjaman didalam-negeri, maupun jang karena antjaman 
dari luar-negeri; mereka menuntut kebebasan untuk menggerakkan setjara 
konstruktif aktivitas sosialnja, untuk mempertinggi kebahagiaan individu dan 
kebahagiaan masjarakat; mereka menuntut kebebasan untuk mengeluarkan 
pendapat, jaitu menuntut hak2 jang lazimnja dinamakan demokrasi.
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Apabila itulah pengertiannja tentang humanisme universel, maka kami 
menerima humanisme universel itu. Tetapi apabila lain halnja maka kami pun 
mempunjai sikap jang lain pula terhadap humanisme universel itu. Umpamanja 
humanisme universel jang diartikan orang bahwa humanisme universel itu 
mengadjarkan orang untuk bersikap “indifferent” terhadap semua aliran (politik), 
sehingga dengan humanisme universel orang harus toleran terhadap imprealisme 
dan kolonialisme. Kami tetap menarik garis pemisah setjara tegas antaramusuh2 
dan sekutu2 Revolusi, antara musuh2 dan sekutu2 Kebudajaan, tetapi ini tidak 
berarti bahwa kami mempunjai sikap sektaris dan chauvinis, karena sikap jang 
demikian itu adalah djustru mengaburkan garis pemisah tersebut. Apabila kami 
menentang kolonialisme Belanda maka itu tidaklah berarti bahwa kami membentji 
setiap orang Belanda, malahan kalau kami membentji kedjahatan jang dilakukan 
oleh seseorang maka itu tidaklah berarti bahwa kami membentji orang jang 
melakukan kedjahatan itu. 

Musuh kami bukanlah manusia, karena kami adalah manusia. Musuh kami 
adalah unsur2 jang membelenggu manusia, dan karenannja kami ingin 
membebaskan manusia itu dari belenggu2nja. Dalam perlawanan kami terhadap 
musuh2 kami itu kami tetap berpegang teguh pada pendirian dan pengertian 
bahwa sedjahat2nja manusia namun ia masih tetap memantjarkan sinar-tjahaja 
Illahi, sehingga konsekwensi kita ialah bahwa kita harus menjelamatkan sinar-
tjahaja Illahi tersebut.

Maka kepertjajaan jang kami kumandangkan ialah bahwa manusia adalah 
machluk jang baik, dan karena itulah maka kami bertjita2 membangunkan suatu 
masjarakat jang kuat tjenderung kearah masjarakat manusia jang baik itu. Maka 
dengan pendek dapatlah kami mengatakan bahwa penilaian terhadap humanisme 
universel sebagai humanisme jang mengaburkan aliran2 politik jang impilkasinja 
ialah ko-eksistensi dan toleransi antara nasionalisme dan kolonialisme, adalah 
penilaian terhadap humanisme universel pseudo. 

MANIFES ini menjatakan dengan tegas2 bahwa dilapangan ideologi tidak 
terdapat ko-eksistensi dan toleransi, karena ko-eksistensi dan toleransi itu hanja 
terhadap dilapangan hubungan antar-manusia, jaitu semata2 dalam hubungan 
sosial sadja. Tetapi di samping itu MANIFES ini dengan tegas2 pula menjatakan 
bahwa ketjenderungan naif jang mengaburkan imperialisme dengan imperialis, 
kapitalisme dengan kapitalis, komunisme dengan komunis, dsb. mengandung 
benih2 fanatisme, chauvinisme dan sektarisme, jang dalam pertumbuhannja nanti 
akan mengaburkan pula batas antara kontradiksi antagonis dan kontradiksi non-
antagonis, sehingga semua kontradiksi non-antagonis akan berubah menjadi 
kontradiksi antagonis.

Persatuan jang telah kita bangunkan dengan susah-pajah ini hendaklah 
tidak digerogoti dari dalam oleh unsur2 negatif seperti fanatisme, chauvinisme 
dan sektarisme itu dengan teriakan2 jang menuduh sekutu2nja sendiri sebagai 
munafik dan sematjamnja, jang dilapangan kebudajaan teriakan itu berbunji 
humanisme universel, karena mentjurigai kegiatan2 nasional kreatif atas dasar 
kompleks kurang harga diri dan iri hati semata2.

Djadi disini teranglah sudah posisi kami terhadap masalah humanisme 
universel itu. MANIFES ini menampilkan aspirasi2 nasional, jaitu pengerahan2 
kepada pembedaan diri ditengah2 masjarakat bangsa2 bagi merealisasi 
kehormatan, dignitas, martabat, prestige dan pengaruh, tetapi kami ingin 

manifes kebudayaan..., Saktiana Dwi Hastuti, FIB UI, 2009



Universitas Indonesia

139

mendjaga agar supaja pengarahan2 tersebut tidak menudju kearah kesombongan 
nasional dan chauvinisme dalam segala bentuk dan manifestasinja. Adapun 
implikasi dari aspirasi2 nasional ini ialah bahwa bangsa Indonesia sebagai suatu 
bangsa mempunjai kebebasan untuk mengembangkan kepribadiannja, artinja 
bangsa Indonesia dapat terus-menerus menjesuaikan diri dengan perkembangan di 
sekitarnja, tetapi tjaranja adalah unik dan dinamik. Untuk dapat mempunjai sifat 
dinamik inilah maka bangsa Indonesia sebagai bangsa haruslah mempunjai 
kesusastraan sebagai sektor kehidupan kebudajaan jang corollair dalam arti jang 
sesungguhnja, jaitu kesusastraan jang sepenuhnja merupakan pantjaran kebebasan 
artinja kesusastraan tersebut hendaklah representative, tidak merupakan “fausse 
devotion”. Suatu bangsa jang tidak mempunjai kesusastraan pada hakikatnja 
bertjermin bangkai karena kesusastraanlah jang merupakan barometer besar-
ketjilnja suatu bangsa. 

Tetapi kami tahu bahwa kesusastraan tersebut mempunjai posisi 
memimpin, kesusastraan memimpin sesuatu bangsa, namun berbeda dengan 
pimpinan politik tok maka kesusastraan tahu bagaimana mengatasi antinomi2 jang 
dapat timbul dari aspirasi2 nasional. Nasionalisme Barat dalam abad ke-XIX 
terdjerumus ke dalam antinomi2 jang timbul dari aspirasi2 nasional Barat, karena 
nasionalisme Barat adalah nasionalisme politik dan bukan nasionalisme 
kebudajaan. Berbeda dengan nasionalisme Barat itu jang timbul sebagai 
konsekwensi sedjarah dari Revolusi Perantjis jang fatal itu jang symptomnja 
tampak dalam antinomi Napoleon jang tak dapat memetjahkan dualisme antara 
nasionalisme Perantjis dan universalisme Eropa maka nasionalisme Pantja Sila 
adalah nasionalisme kebudajaan.

Memang kami mengakui bahwa Revolusi Indonesia mendapat pengaruh 
Revolusi Rusia, tetapi kami melihat muntjulnja persoalan jang sangat menarik, 
jaitu apakah Revolusi Indonesia itu mengadakan perlawanan pokok terhadap 
Barat sebagai kesatuan kebudajaan ataukah hanja terhadap penjakit2 jang latent 
dari nasionalisme Barat sebagai konsekwensi sedjarah Revolusi Perantjis itu di 
Eropa, karena sebagai setjara umum kita ketahui sekarang kita berhaapan dengan 
neo-kolonialisme jang tak lagi menampakkan dominasi politiknja, melainkan 
dominasi ekonominja sebagai suatu gedjala kapitalisme Barat? Djika persoalannja 
itu adalah jang terachir maka dapatlah kita mengatakan bahwa dengan politik 
revolusionair sadja, artinja tanpa kebudajaan revolusionair telah tjukup, dan 
politik revolusionair itu nanti akan dapat merupakan “panglima” dengan 
pengaruh2nja jang strukturel dan sistematik dibidang kebudajaan. Tetapi 
persoalan jang pertama itu kalau tidak dipandang sebagai sumbernja persoalan 
terachir, maka tidaklah dapat bangsa Indonesia memetjahkan persoalan2 pokok 
Revolusinja, karena bangsa Indonesia tidaklah dapat menerima Barat sebagai 
kesatuan kebudajaan itu sebagai konsekwensi logik dari kenjataan bahwa orang 
telah meletakkan persoalan jang terachir itu, jakni bahwa Revolusi Indonesia 
mengadakan perlawanan pokok terhadap penjakit2 jang latent dari akibat2 
Revolusi Prantjis dibenua Eropa sebagai suatu hal jang prinsipiel. 

Telah terang sikap kami bahwa kami menjetudjui nilai2 revoluisonair anti 
Barat, karena sikap ini menerangkan terlihatnja djalan keluar bangsa Indonesia 
dalam memetjahkan persoalan2 pokok Revolusinja. Dengan ini terbukalah tabir 
rahasia daimoon dari mythos Promotheus sebagai perdjuangan abadi jang dalam 
impikasinja adalah bahwa sedjarah tak akan mengenal kedewasaan politik. Tetapi 
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dengan rendah hati atas kesadaran jang sedalam2nja kami menumpahkan suatu 
pengharapan bahwa dengan kebudajaan revolusionir kami akan dapat menembus 
djalan buntu jang timbul dari tidak demikiannja perspektif oleh politik 
revolusionair jang tidak berlandaskan pada kebudajaan revolusionair. Itulah 
sebabnja kami tidak akan menempuh djalan dari apa jang dinamakan realisme 
sosialis jang langsung merupakan kelandjutan dari konsepsi kultural Josef Stalin. 
Dalam tahun2 tiga puluhan dengan berkembangnja Revolusi Rusia kearah 
fetisjisme modern, jaitu Stalin seakan2 mengandung suatu kekuatan gaib, maka 
kebudajaan Rusia terantjam dengan tjara jang sangat mengerikan. Dengan Stalin 
maka metodus kritik sastra adalah deduktif, artinja konsepsinja telah ditetapkan 
terlebih dahulu untuk menertibkan kehidupan kesusastraan dan kebudajaan.

Kami tahu bahwa pada hakikatnja dalam setiap karja sastra setjara diam2 
telah terkandung konsepsi kritiknja. Demikianlah umpamanja dalam poesi2 
Ankatan 45 telah setjara diam2 terkandung kritik terhadap posisi2 Angkatan 30. 
Penertiban jang dilakukan oleh Stalin tidak dilakukan atas kritik sastra itu an sich, 
melainkan atas kritik jang setjara diam2 telah terkandung dalam karja sastra itu. 
Adapun perbedaan kesusastraan jang belum ditertibkan dengan kesusastraan jang 
telah ditertibkan ialah bahwa konsepsi kritik jang dimiliki oleh sastrawannja 
masing2 sebagai suatu hal jang wadjar pada kesusastraan jang belum ditertibkan 
itu bersifat “unconscious”, sedangkan pada kesusastraan jang telah diterbitkan itu 
“conscious”. Dengan demikian setiap sastrawan jang telah ditertibkan setjara 
sadar merangkap kritiknja dengan mengawasi dirinja sendiri, tetapi oleh karena 
dilihat dari sudut psychologi hal itu sukar dilakukan maka diperlukan kritikus 
profesional. Tjiri pokok pada kesusastraan jang telah diterbitkan itu ialah adanja 
konsepsi jang sama mengenai kritik sastra. Tetapi apabila kita memperhatikan 
sedjarah Revolusi Rusia kita dapat menarik kesimpulan bahwa dilapangan pers 
terhadap kemantepan, sedang dilapangan kesusastraan tidak demikian halnja. 
Sebabnja ialah karena pers Sovjet mempunjai funksi propaganda jang merupakan 
suara Pemerintahnja, sedangkan kesusastraan jang walaupun djuga mempunjai 
funksi propaganda tetapi tidak merupakan suara Pemerintahnja. Tidaklah mudah 
membuat poesi jang baik semudah membuat tadjuk rentjana setiap hari. Itulah  
sebabnja djiwa objektif sastra tidak selaras dengan realisme sosialis, tetapi apabila 
realisme sosialis itu seperti jang dikemukakan oleh Maksim Gorki, maka kita 
menerima realisme sosialis itu apabila Gorki mengatakan bahwa sedjarah jang 
sesungguhnja dari rakjat pekerdja tak dapat dipeladjari tanpa suatu pengetahuan 
tentang dongengan kerakjatan jang setjara terus-menerus dan pasti mentjiptakan 
karja2 sastra jang bermutu tinggi seperti seperti Faust, Petualangan Baron 
Munchausen, Gargantun dan Pantagruel, Thyl Eulensiegelnja Coster, dan 
Prometheus disiksa karja Shelley, karena dongengan kerakjatan kuna purbakala 
itu menjertai sedjarah dengan tak lapuk2nja dan dengan tjaranja jang chas.

Di sini sebenarnja Gorki telah menggaris politik sastra jang berbeda 
dengan realisme sosialis ala Stalin, karena Gorki telah menempuh politik sastra 
universel. Sesungguhnja politik sastranja itu bersumber dalam kebudajaan tidak 
sebagai suatu sector politik, melainkan sebagai induknja kehidupan politik jang 
searah dengan garis MANIFES ini. Tetapi dengan terus terang, MANIFES ini 
memberikan penilaian2 terhadap Marxisme:

1) Marxisme tidak memahami hakikat sedjarah bahwasnja dari djaman ke 
djaman manusia tetap sama, jaitu bahwa pimpinan dapat menerima 
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bentuk2 lain, tetapi pimpinannja itu harus ada dan djuga datangnja dari 
golongan2 jang sempat menikmati chazanah sosial dan menguasai alat2 
untuk dapat memperoleh chazanah sosial itu. 

2) Marxisme tidak memahami bahwa golongan2 rohaniawan dan feodal 
sebagai akibat Revolusi jang didjalankan oleh burdjuasi mengalami 
keruntuhan, tetapi keruntuhan itu bersifat menjeluruh dalam struktur 
masjarakatnya, di mana golongan budak2 jang kemudian melalui 
pengalaman politik kemudian berubah mendjadi kelas proletariat itu 
termasuk tak terketjuali, sehingga dilihat setjara konservatif semua 
unsur dari masjarakat feodal jang diruntuhkan itu menderita akibat jang 
sama. 

3) Marxisme tidak memahami bahwa dalam Revolusi Perantjis itu 
sebenarnja jang prinsipiel adalah pengambil-alihan pimpinan dari 
tangan golongan feodal oleh burdjuasi ke tangan burdjuasi. 

4) Marxisme tidak memahami bahwa kata2 mereka sendiri: “Sebagai 
ganti dari masjarakat burdjuis jang lama dengan kelas2nja serta 
antagonisme2 kelasnja kita akan mempunjai suatu persekutuan hidup, 
di mana perkembangan bebas dari setiap orang mendjadi sjarat bagi 
perkembangan bebas dari setiap orang mendjadi sjarat bagi 
perkembangan bebas dari semuanja”, itu tetap tidak mengubah manusia 
jang mutlak memerlukan pimpinan. Dan-

5) Marxisme tidak memahami bahwa diktatur proletariat itu tidak ada dan 
tidak akan ada, melainkan jang mungkin adalah diktatur pemimpin 
proletariat itu. 

Atas dasar inilah maka kami ingin memperdjuangkan suatu kondisi, 
dimana buruh tidak mengabdi kepada madjikan, melainkan setiap kita, baik buruh 
maupun madjikan, mengabdikan dirinja kepada rakjat seluruhnja. Inilah jang kami 
namakan pengabdian kreatif, dengan mana guru mengabdi kepada murid, tetapi 
simurid bukan madjikannja, sastrawan mengabdi kepada pembatjanja, tetapi si 
pembatjanja bukan madjikannja, dsb. Jang penting ialah bahwa kepemimpinan 
dan pimpinan itu sanggup memerintah dengan perspektif2nja. Karena itu kami 
menyetudjui Pidato Re-So-Pim (1962) bahwa Revolusi mutlak memerlukan 
pimpinan. Memang, pada hakikatnja dalam rivalitas antara kaum madjikan dan 
kaum buruh dalam djaman liberal dahulu masalah pokoknja bukanlah pertama2 
perbaikan nasib kaum buruh, melainkan pengakuan status sosial jang baru dari 
kaum buruh itu serta pengakuan keharusan dan kemungkinan hubungan2 sosial 
jang baru. Menjisihkan faktor pimpinan itu dengan akibat2nja jang luas itulah 
jang pada hakikatnja merupakan sebab2 penjelewengan jang terdjadi dalam 
berbagai Revolusi umpamanja Revolusi Perantjis jang fatal itu. Berhubung 
dengan itu sekali lagi kami mengulangi peringatan kami agar supaja golongan 
politisi djangan bermain api.

III. POLITISI DAN ESTETISI

Berdasarkan fenomena2 sedjarah maka seorang ahli sedjarah mengatakan 
bahwa kebudajaan dari suatu periode adalah senantiasa kebudajaan dari kelas jang 
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berkuasa. Akan tetapi sedjarah djuga mengadjarkan kepada kami bahwa djustru 
karena tidak termasuk kedalam kelas jang berkuasa mereka berhasil membentuk 
kekuatan baru. Dan politik sebagai kekuatan baru jang terbentuk ditengah2 
penindasan kekuatan lama merupakan faktor positif jang menentukan 
perkembangan kebudajaan dan kesenian. Selandjutnja sedjarah mengadjarkan 
kepada kami bahwa setelah kekuatan jang dibentuk oleh burdjuasi revolusionair 
mendjadi sempurna maka élan kepengarangannja jang menjala2 semasa 
pembentukan kekuatan itu ditengah2 penindasan monarki mutlak tidak terdapat 
lagi, malahan sebaliknja kekuatan politik jang sempurna itu merintangi 
perkembangan kebudajaan dan kesenian. Penindasan baru jang dilakukan oleh 
kelas baru ini dibidang sastra telah menjebabkan kekuatan baru dengan lahirnja 
Angkatan 1830 jang mula2 dipimpin oleh Victor Hugo dan kemudian 
dilandjutkan oleh Theophile Gautier.

Maka dapatlah kami mengambil kesimpulan bahwa faham politik diatas 
estetik jang merumuskan bahwa politik adalah primair dan estetik sekondair 
dilihat dari sudut kebudajaan dan kesenian adalah suatu utopia jang djikalau 
hendak dilaksanakan dengan djujur akan memupuk dan menghasilkan perasaan2 
keketjewaan dan jang djikalau hendak dilaksanakan dengan tidak djujur akan 
dapat merupakan tipu-muslihat kaum politis jang ambisius. 

Sebagai realis kami tidak mungkin menerima setiap bentuk utopia karena 
kami menjadari bahwa dunia ini bukan surga. Karena berfikir setjara dialektik 
maka kami mengakui kenjataan2 bahwa lingkungan sosial kami senantiasa 
mengandung masalah2, dan setiap tantangan jang kami djawab akan 
menimbulkan tangan baru. Oleh karena itu kami tidak pernah berfikir tentang 
suatu djaman, dimana tak ada masalah lagi, karena setiap fikiran jang demikian itu 
adalah “idealis” dan karenanja tidak ilmiah. Pekerdjaan seorang pengarang 
senantiasa harus dilakukan ditengah2 dunia jang penuh dengan kedjahatan, analog 
dengan pekerdjaan seorang dokter jang senantiasa harus dilakukan ditengah2 
dunia jang penuh dengan penjakit2. Apabila dunia ini sudah sempurna tidak perlu 
lagi adanja pengarang dan meskipun dunia ini dapat mendekati kesempurnaanja 
namun dunia tidak akan sempurna. Oleh karena itu faham jang merumuskan 
bahwa politik adalah primair dan estetik adalah sekondair tidak memahami 
realisme karena apabila kekuatan politik telah mendjadi sempurna tidak perlu lagi 
kesusastraan, tidak perlu lagi estetika. Umpamanja pada suatu ketika kekuatan 
politik jag kita bentuk itu telah mendjadi sempurna maka masalah apakah jang 
akan dibahas oleh kesusastraan revolusionair jang sebagai estetik murni baru 
mulai setelah itu? Tidak lebih dan tidak kurang daripada masalah jang dibahas 
oleh kaum esteet, jaitu mereka jang mempunjai faham estetik diatas politik, 
sehingga bersifat burdjuis. 

Dengan demikian djelaslah adanja djalinan doktrinair antara kedua faham 
kesusastraan itu jang kedua2nja berdiri diluar djalan berfikir dialektik. MANIFES 
ini ingin menjingkapkan tabir rahasia dari kedua faham kesusastraan jang 
terhadap fenomena2 literari berpegang pada “to know about” dan tidak pada “to 
know how”. Kaum esteet jang bersembojan “Estetik diatas politik” pada waktu ini 
merupakan sisa2 belaka dari alam liberal jang mengira bahwa kekuatan politik 
jang dibentuk oleh liberalisme dalam penindasan monarki mutlak dahulu kini 
telah merupakan suatu kekuatan jang sempurna, dan karena dalam tanggapan dan 
perasaan mereka telah mengira aman, maka mereka itu telah atjuh tak atjuh 
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dengan politik, sehingga mereka merumuskan sembojannja itu. Malangnja ialah 
bahwa mereka itu tidak mengetahui bahwa sandaran politik mereka jang 
sesungguhnja telah menimbulkan suatu pembentukan kekuatan baru, jaitu 
kekuatan proletariat revolusionair. Teranglah bahwa kaum esteet itu tidak 
merealisasi diri mereka bahwa manusia adalah homo politicus dalam arti bawa ia 
harus hidup dalam suatu ikatan sosial, dan karenanja harus senantiasa melaraskan 
dirinja dengan lingkungan sosialnja itu. Dengan berpegang setjara berkepala batu 
pada estetisme mereka akan kehilangan elan revolusionair dan seluruh 
“keindahan” jang mereka tjiptakan hanjalah meratjuni belaka dengan 
menimbulkan ikatan palsu jang mendjalinkan manusia dengan lingkungan 
sosialnja, tetapi djustru oleh adanja ikatan itu manusia merasa terisolasi dari 
lingkungan sosialnja. Thomas Mann menamakan “keindahan” kaum esteet itu 
sebagai imperialisme estetika. Dilain fihak walaupun kelihatannja faham politik 
diatas estetik itu beda dengan faham estetik diatas politik namun pada hakikatnja 
adalah sama, jaitu djika dilihat dari sudut struktur mentalnja, karena proletariat 
revolusionair pertjaja betul bahwa pada suatu ketika kekuatan politik jang mereka 
bentuk itu akan mendjadi sempurna, dan berlandaskan pada kesempurnaan 
kekuatan politik tersebut maka pengarang2 dan seniman2 mereka akan 
mentjiptakan “keindahan2” berdasarkan pola2 neo-estetisme.

Tidaklah berlebih2an kiranja apabila kami mengambil kesimpulan bahwa 
faham politik diatas estetik itu tidak memberikan tempat kepada estetik sebelum 
pembentukan kekuatan politik mendjadi sempurna, sehingga selama djangka 
waktu pembuatan kekuatan politik itu tak ada persoalan tentang estetik, 
sedangkan faham estetik diatas politik dapat didjalankan apabila mendapat 
sandaran kekuatan politik jang sempurna pula. 

Maka kami dapat menarik kesimpulan selandjutnya bahwa kedua faham 
kesusastraan tersebut mengandung kontradiksi2. Berbeda dengan itu adalah faham 
kami, jaitu faham jang tidak mengurbankan estetik bagi politik, karena 
pengurbanan tersebut menundjukan tidak adanja dinamika; dan dalam hal tidak 
adanja dinamika maka funksi estetik murni adalah suatu imperialisme estetika. 
Dalam kondisi ini maka transformasi revolusionair dari Negara kapitalis kearah 
negara sosialis tidak akan mengubah pula setjara revolusionair kondisi2 
kulturalnja. Berlawanan dengan itu kami menghendaki perubahan kondisi2 
kultural itu setjara revolusionair menudju kearah masjarakat sosialis Pantja Sila.

Menurut kejakinan kami maka masjarakat sosialis Pantja Sila jang kami 
perdjuangkan setjara kultural-revolusionair itu adalah suatu keharusan sedjarah 
jang tak dapat dihindarkan oleh siapapun, tetapi terutama oleh kami sendiri, 
sehingga tidak bisa lain jang dapat kami perbuat daripada mengumumkan 
kelahiran ANGKATAN PERLAWANAN NASIONAL ditengah penghianatan 
Ankatan 50-an jang tak bertanggung djawab itu.

Demikianlah MANIFES ini diumumkan kepada Rakjat Indonesia dengan 
terus terang dan dengan hati terbuka jang diinsafi oleh rasa rendah hati. 

Djakarta, 17 Agustus 1963
      
Wiratmo Soekito
Goenawan Mohamad
Bokor Hutasuhut        
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Lampiran 

MANIFES KEBUDAJAAN

- Kami para seniman dan tjendekiawan Indonesia dengan ini 
mengumumkan sebuah Manifes Kebudajaan, jang menjatakan pendirian, 
tjita-tjita dan politik kebudajaan Nasional kami.

- Bagi kami kebudajaan adalah perdjoangan untuk menjempurnakan kondisi 
hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudajaan 
diatas sektor kebudajaan jang lain. Sektor-sektor berdjoang bersama-sama 
untuk tudjuan kebudayaan ini sesuai dengan kodratnja.

- Dalam melaksanakan kebudajaan Nasional kami berusaha mentjipta 
dengan kesungguhan jang sedjujur-djudjurnja sebagai perdjoangan untuk 
mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa 
Indonesia ditengah-tengah masjarakat bangsa-bangsa.

- Pantjasila adalah falsafah kebudajaan kami.

Djakarta, 17 Agustus 1963

H. B. Jassin 
Trisno Sumardjo
Wiratmo Soekito
Zaini 
Bokor Hutasuhut
Goenawan Mohamad
Bastari Asnin
Bur Rasuanto
Soe Hok Djin
D. S. Moeljanto
Ras Siregar
Hartojo Andangdjaja
Sjahwil
Djufri Tanissan
Bionsar Sitompul
Taufik A. G. Ismail
Gerson Poyk
M. Saribi
Poernawan Tjondronegoro
Ekana Siswojo
Nashar
Boen S. Oemarjati
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PENDJELASAN MANIFES KEBUDAJAAN

I. Pantjasila sebagai falsafah Kebuajaan

Dalam pengertian kami jang bersumber dalam hikmah Pantjasila 
kebudajaan bukanlah kondisi objektif, apalagi hasil sebagai barang mati. 

Dalam pengertian kami kebudajaan adalah perdjoangan manusia sebagai 
totalitas dalam menjempurnakan kondisi-kondisi hidupnja. Kebudajaan Nasional 
bukanlah semata-mata ditandai oleh “watak nasional” melainkan merupakan 
perdjoangan Nasional dari suatu bangsa sebagai totalitas dalam menjempurnakan 
kondisi-kondisi hidup nasionalnja. Predikat kebudajaan adalah perdjoangan 
dengan membawa konsekwensi-konsekwensi jang mutlak dari sektor-sektornja.

Sepenuhnja pengertian kami tentang kebudajaan seirama dengan Pantjasila 
karena Pantjasila adalah sumbernja, sebagai mana BUNG KARNO mengatakan:

“Maka dari itu djikalau bangsa Indonesia ingin supaja Pantjasila jang saja 
usulkan itu mendjadi suatu realiteit, jakni djika kami ingin hidup mendjadi satu 
bangsa, satu nasionaliteit jang merdeka, jang penuh dengan perikemanusiaan, 
ingin hidup diatas dasar permusjawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale 
rechtvaardigheid, ingin hidup sedjahtera dan aman, dengan ke-Tuhanan jang luas 
dan sempurna, djanganlah lupa akan sjarat untuk menjelenggarakannja, ialah 
perdjoangan, perdjoangan dan sekali lagi perdjoangan”. (Lih. Bagian III: Literatur 
Pantjasila). 

Maka pengertian Kebudajaan Nasional adalah perdjoangan untuk 
memperkembangkan dan mempertahankan martabat kami sebagai bangsa 
Indonesia ditengah-tengah masjarakat bangsa-bangsa. Djika kepribadian Nasional 
jang merupakan implikasi dari Kebudajaan Nasional kita adalah apa jang oleh 
Presiden Soekarno dirumuskan sebagai “Freedom to be free”. Maka Kebudajaan 
Nasional kita digerakkan oleh suatu Kepribadian Nasional jang membebaskan-diri 
dari penguasaan (tjampurtangan) asing, tetapi bukan untuk mengasingkan diri dari 
masjarakat bangsa-bangsa, melainkan djustru untuk menjatukan diri dengan 
masjarakat bangsa-bangsa itu setjara bebas dan dinamik sebagai persjaratan-
persjaratan jang tidak dapat ditawar bagi perkembangan jang pesat dari 
Kepribadian dan Kebudajaan Nasional kita jang pandangan-dunianja bersumber 
pada PANTJASILA. 

Kami ingin membuktikan bahwa sebagai falsafah demokrasi Pantjasila 
menolak sembojan “The End Justifies The Means” (tudjuan menghalalkan tjara), 
sehingga sebagai falsafah demokrasi Pantjasila adalah humanisme kulturil jang 
pengedjawantahannja harus kami perdjoangkan dalam setiap sektor kehidupan 
manusia, sembojan a-kulturil “The End Justifies The Means” tersebut jang tidak 
mengakui perbedaan antara tudjuan dengan tjara, mengakibatkan orang menudju 
tudjuan dengan menjisihkan pentingnja tjara mentjapai tudjuan itu. 

Demikinalah umpamanja di bidang pentjiptaan karja-karja kesenian 
dimana orang lebih mementingkan aspek propagandanja daripada aspek 
kesusastraannja, adalah tjontoh pelaksanaan dari sembojan “The End Justifies and 
The Means”—apabila orang mengemukakan apa jang bukan kesusastraan sebagai 
kesusastraan, apa jang bukan kesenian sebagai kesenian, apa jang bukan ilmu 
pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan dsb.
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Perkosaan seperti itu bukanlah tjara insanijah, melainkan tjara alamiah. 
Perkosaan adalah mentah sedang pentjiptaan karja mengalahkan kementahan dgn 
tjara manusia untuk mentjiptakan dunia jang damai, dimana dapat dilakukan 
pendidikan jang paling sempurna. Kesenian sebagai penjtiptaan karja manusia 
akan abadi hanja apabila bukan sadja tudjuan adalah kemanusiaan, tetapi djuga 
tjaranja adalah kemanusiaan, dan itulah implikasi jang paling hakiki dari 
Pantjasila sebagai falsafah demokrasi jg kami perdjoangkan setjara prinsipiil.

Adapun bahaja bagi kebudajaan jang paling mengantjam datangnja dari 
wilayahnja sendiri, tetapi jang terang ialah bahwa sumber pokok dari bahaja 
tersebut terletak dalam ketjenderungan2 fetisj sebagai ketjenderungan non-kreatif.
Adapun ketjenderungan tersebut manifestasinja tidak hanja dalam pendewaan, 
melainkan terdapat djuga dalam pensetanan sebagai umpamanja kami kenal dalam 
wilajah kesenian. Sebagaimana fetisj2 itu bermatjam-matjam, demikian pulalah 
kesenian fetisj. Sebagaimana terdapat fetisjisme dari djiwa-pelindung disamping 
fetisjisme dari djiwa pendendam, demikianlah terdapat kesenian jang mengabdi 
kepada djiwa-pelindung dengan memberikan sandjungan-sandjungan setjara 
berlebih-lebihan pula. Tidak djarang terdjadi bahwa kedua matjam kesenian fetisj 
itu mempunjai pretense “kesenian revolusioner”, tetapi dalam hal jang demikian 
maka kesenian fetisj itu kita namakan kesenian dengan pengabdian palsu. 

Kesenian kreatif, berlawanan dengan kesenian fetisj, tidak mentjari 
sumbernja dalam fetisj2, melainkan dalam dirinja sendiri, sehingga dengan ini 
kami menolak fatalisme dalam segala bentuk dan manifestasinja. Kesenian kreatif 
jang kami perdjoangkan dengan menjokong Revolusi tidaklah bersumber dalam 
fetisjisme dari djiwa pelindung, sebaliknja dengan mengeritik penjelewengan2 
dari Revolusi tidaklah pula bersumber dalam fetisjisme dari djiwa pendendam. 
Kami tidak memperdewakan Revolusi karena kami tidak mempunjai pengabdian 
palsu; sebaliknja kamipun tidak mempersetankan Revolusi karena kami tidak pula 
mempunjai pengabdian palsu. Tetapi kami adalah revolusionair.

Kami tidak lebih dari manusia lainnja, direntjanakan namun 
merentjanakan, ditjiptakan namun mentjiptakan. Itu sadja dan tidak mempunjai 
pretensi apa-apa. Kamipun tidak akan merasa takut kepada kegagalan-kegagalan 
kami sendiri, karena kegagalan-kegagalan itu bukanlah achir perdjuangan hidup 
kami. 

II. Kepribadian dan Kebudayaan

Dalam dunia kesenian Indonesia dikenal istilah “humanisme universil”. 
Tafsiran kami mengenai istilah itu adalah sebagai berikut:

Apabila dengan istilah “humanisme universil” dimaksudkan pengaburan 
kontradiksi antagonis, kontradiksi antara kawan dengan lawan, maka kami akan 
menolak “humanisme universil” itu. Misalnja semana jang dilakukan oleh Nica 
dahulu, dimana diulurkan kerdjasama kebudajaan disatu fihak, tetapi dilakukan 
aksi militer dilain fihak.

Sebaliknja kami menerima “humanisme universil” apabila dimaksudkan 
bahwa kebudajaan dan kesenian itu bukanlah semata-mata nasional, tetapi djuga 
menghajati nilai-nilai eternal.
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Apabila dengan kebudajaan universil itu jang dimaksudkan bukan kondisi 
objektif, melainkan perdjoangan manusia sebagai totalitas dalam usahanja 
mengachiri pertentangan antara manusia dan kemanusiaan maka kami menjetudjui 
adjakan untuk meneruskan kebudajaan universil itu, karena dengan demikian 
kebudajaan universil itu merupakan “kekuatan jang menggerakkan sedjarah”, dan 
itu sepenuhnja sama dengan pikiran kami bahwa kebudajaan universil itu adalah 
perdjuangan dari budi nurani universil dalam memerdekakan setiap manusia dari 
rantai-rantai belenggunja, perdjoangan jang memperdjoangkan tuntutan-tuntutan 
Rakjat Indonesia, karena rakjat dimana-mana dibawah kolong langit itu tidak mau 
ditindas oleh bangsa-bangsa lain, tidak mau diekspolit oleh golongan2 apapun, 
meskipun golongan itu adalah bangsanja sendiri mereka menuntut kebebasan dari 
kemiskinan dan kebebasan dari rasa-takut, baik jang karena antjaman didalam-
negeri maupun jang karena antjaman dari luar-negeri; mereka menuntut 
kebebasan untuk menggerakkan setjara konstruktif aktivitas sosialnja, untuk 
mempertinggi kebahagiaan individu dan kebahagiaan masjarakat; mereka 
menuntut kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, jaitu menuntut hak-hak jang 
lazimnja dinamakan demokrasi. (Lih. Bagian III: Literatur Pantjasila).

Djadi “humanisme universil” djanganlah menjebabkan orang bersikap 
“indeferen” (atjuh tak atjuh) terhadap semua aliran (politik) sehingga dengan 
“humanisme universil” orang harus toleran terhadap imperialisme dan 
kolonialisme. Kami tetap menarik garis pemisah setjara tegas antara musuh2 dan 
sekutu2 Revolusi, antara musuh2 dan sekutu2 Kebudajaan, tetapi ini tidak berarti 
bahwa kami mempunjai sikap sektaris dan chauvinis, karena sikap jang demikian 
itu adalah djustru mengaburkan garis pemisah tersebut.     

Musuh kami bukanlah manusia, karena kami adalah anak manusia. Musuh 
kami adalah unsur-unsur jang membelenggu manusia, dan karenanja kami ingin 
membebaskan manusia itu dari rantai-rantai belenggunja. Dalam perlawanan kami 
terhadap musuh-musuh kami itu kami tetap berpegang teguh pada pendirian dan 
pengertian bahwa sedjahat-djahatnja manusia namun ia masih tetap memantjarkan 
sinar-tjahaja Illahi, sehingga konsekwensi kita ialah bahwa kita harus 
menjelamatkan sinar-tjahaja Illahi tersebut.

Maka kepertjajaan jang kami kumandangkan ialah bahwa manusia adalah 
machluk jang baik, dan karena itulah kami bertjita2 membangunkan suatu 
masjarakat jang kuat tjenderung kearah masjarakat manusia jang baik itu, sesuai 
dengan garis-garis sosialisme Indonesia.

Dengan begitu teranglah sudah posisi kami terhadap masalah “humanisme 
universal”. Kami menampilkan aspirasi-aspirasi nasional, jaitu pengarahan2 
kepada pembedaan diri ditengah-tengah masjarakat se-bangsa, bagi merealisasi 
kehormatan, martabat (dignitas), prestige dan pengaruh, tetapi kami ingin 
mendjaga agar supaja pengarahan2 tersebut tidak menudju ke arah kesombongan 
nasional dan chauvinisme dalam segala bentuk dan manifestasinja. Adapun 
implikasi dari aspirasi-aspirasi nasional ini ialah bahwa bangsa Indonesia sebagai 
suatu bangsa mempunjai kebebasan untuk mengembangkan kepribadiannja, 
artinja bangsa Indonesia dapat terus-menerus menjesuaikan diri dengan 
perkembangan disekitarnja, tetapi tjaranja adalah unik dan dinamik. Untuk dapat 
mempunjai sifat dinamik inilah maka bangsa Indonesia sebagai bangsa harus 
mempunjai kesenian sebagai sektor kehidupan kebudajaan, jaitu kesenian jang 
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sepenuh-penuhnja merupakan pantjaran kebebasan, kesungguh-sungguhan jang 
sedjujur-djujurnja. 

III. Politisi dan Estetisi

Dalam dunia kesenian Indonesia djuga dikenal istilah “realisme-sosialis”. 
Menurut sedjarahnja, penafsiran tentang realisme-sosialis itu ada dua matjam:

Jang pertama: Realisme sosialis langsung merupakan kelandjutan dari 
konsepsi kulturil Jose Stalin. Dalam tahun-tahun 30an dengan berkembangnja 
fetisjisme modern dengan Stalin sebagai suatu fetisj, barang pudjaan jang seakan-
akan mengandung suatu kekuatan gaib, maka kebudajaan Rusia terantjam dengan 
amat mengerikan. Dengan Stalin maka metode kritik seni adalah deduktif, artinja 
konsepsinja telah ditetapkan lebih dahulu untuk “menertibkan” kehidupan 
kesenian dan kebudajaan. Tjiri pokok pada kesenian, jang telah “ditertibkan” itu 
ialah adanja konsepsi jang sama dan sektaris mengenai kritik seni. Itulah sebabnja 
maka djiwa objektif jang berpangkal pada budi-nurani universil tidak selaras 
dengan realisme sosialis, sehingga kami menolak realisme sosialis dalam 
pengertian itu, dimana dasarnja ialah faham politik diatas estetik.

Jang kedua: Realisme sosialisme menurut kesimpulan kami djalan pikiran 
Maxim Gorki, jang dipandang sebagai otak dari realis sosialis itu, ialah bahwa 
sedjarah jang sesungguhnja dari rakjat pekerdja tak dapat dipeladjari tanpa suatu 
pengetahuan tentang dongengan kerakjatan jang setjara terus-menerus dan pasti 
mentjiptakan karja sastra jang bermutu tinggi seperti Faust, Petualangan Bar Von 
Munchhausen, Gargantua dan Pantagruel. Thyl Eulensplegelnja Coster, dan 
Promotheus Disiksa karja Shelley, karena dongengan kerajaan kuna purbakala itu 
menjertai sedjarah dengan tak lapuk-lapuknja dan dengan tjara jang chas.

Disitu sebenarnja Gorki telah menggariskan politik sastra jang berbeda 
dengan realisme sosialis ala Stalin, karena pada hakikatnja Gorki telah menempuh 
politik sastra universil. Sesungguhnja politik sastranja itu bersumber dalam 
kebudajaan tidak sebagai suatu sektor politik, melainkan sebagai induknja 
kehidupan politik jang searah dengan garis Manifes ini. 

Berdasarkan fenomena2 sedjarah maka seorang ahli sedjarah mengatakan 
bahwa kebudajaan dari suatu periode adalah senantiasa kebudajaan dari kelas jang 
berkuasa. Akan tetapi sedjarah djuga mengadjarkan bahwa djustru karena tidak 
termasuk kedalam kelas jang berkuasa mereka berhasil membentuk kekuatan 
baru. Dan politik sebagai kekuatan baru jang terbentuk ditengah-tengah 
penindasan kekuatan lama merupakan faktor positif jang menentukan 
perkembangan kebudajaan dan kesenian. Sebagaimana terdjadi di Perantjis 
sedjarah mengadjarkan bahwa kekuatan jang dibentuk oleh bordjuasi revolusioner 
adalah kekuatan jang menentukan dalam melawan penindasan monarki mutlak. 
Tetapi sajang, bahwa elan kreativitas jang menjala-jala bersama-sama kekuatan 
baru itu mendjadi sempurna. Bahkan kekuatan politik jang sempurna itu 
merintangi kebudajaan dan kesenian. Penindasan baru jang dilakukan oleh kelas 
baru itu dibidang kesenian dan kesusastraan chususnja telah menjebabkan 
timbulnja suatu kekuatan baru dengan lahirnja Angkatan 1830 jang mula-mula 
dipelopori Victor Hugo dan kemudian dilandjutkan oleh Theophile Gautier.
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Maka dapatlah kami mengambil kesimpulan bahwa faham politik diatas 
estetik jang merumuskan bahwa politik adalah primer dan estet adalah sekunder, 
dilihat dari sudut kebudajaan dan kesenian adalah suatu utopia. Sebab paham itu 
djikalau dilaksanakan dengan djujur hanja akan memupuk dan menghasilkan 
perasaan-perasaan keketjewaan, dan djikalau hendak dilaksanakan dengan tidak 
djujur akan dapat merupakan tipu-muslihat kaum politis jang ambisius. 

Sebagai realis kami tidak mungkin menerima setiap bentuk utopia karena 
kami menjadari bahwa dunia ini bukan sorga. Karena berfikir setjara dialektik 
maka kami mengakui kenjataan-kenjataan bahwa lingkungan sosial kami 
senantiasa mengandung masalah-masalah, dan setiap tantangan jang kami djawab 
akan menimbulkan tantangan-tantangan baru. Oleh karena itu kami tidak pernah 
berfikir tentang suatu djaman, dimana tak ada masalah lagi, karena setiap fikiran 
jang demikian itu adalah “idealis” dan karenanja tidak ilmiah. Pekerdjaan seorang 
pengarang senantiasa harus dilakukan ditengah-tengah dunia jang penuh dengan 
masalah-masalah, analog dengan pekerdjaan seorang dokter jang senantiasa harus 
dilakukan ditengah-tengah dunia jang penuh dengan penjakit-penjakit. Apabila 
dunia ini sudah sempurna tidak perlu lagi adanja seniman. Oleh karena itu faham 
jang merumuskan bahwa politik adalah primer dan estetik adalah sekunder tidak 
memahami realisme karena apabila kekuatan politik telah mendjadi sempurna 
tidak perlu lagi kesenian, tidak perlu lagi estetika. Seandainja pada suatu ketika 
kekuatan politik jang dibentuk itu telah mendjadi sempurna, maka masalah 
apakah jang akan dibahas oleh kesenian revolusionair jang sebagai estetik murni 
baru mulai setelah itu? Tidak lebih dan tidak kurang daripada masalah jang 
dibahas oleh kaum estet, jaitu mereka jang mempunjai faham estetik diatas 
politik, sehingga bersifat bordjuis. 

Tidaklah berlebih-lebihan kiranja apabila kami mengambil kesimpulan 
bahwa faham politik diatas estetik itu tidak memberikan tempat kepada estetik 
sebelum pembentukan kekuatan politik mendjadi sempurna, sehingga selama 
djangka waktu pembuatan kekuatan politik itu tak ada persoalan tentang estetik, 
sedangkan faham estetik diatas politik hanja dapat dilaksanakan apabila mendapat 
sandaran kekuatan politik jang sempurna pula. 

Maka kami dapat menarik kesimpulan selandjutnya, bahwa kedua faham 
kesenian  tersebut mengandung kontradiksi-kontradiksi. Berbeda dengan itu 
adalah faham kami, jaitu faham jang tidak mengorbankan politik dan estetik, 
tetapi sebaliknja, tidak pula mengorbankan estetik bagi politik, karena 
pengorbanan tersebut tidak menundjukan ada adanja dinamika, dan didalam hal 
tidak adanja dinamika maka fungsi estetik murni adalah suatu imperialisme 
estetik. Dalam kondisi ini maka transformasi revolusioner dari negara kapitalis 
kearah negara sosialis tidak akan mengubah pula setjara revolusioner kondisi-
kondisi kulturilnja. Berlawanan dengan itu kami menghendaki perobahan kondisi-
kondisi kulturil itu setjara revolusioner menudju kearah masjarakat sosialis 
Pantjasila.

Menurut kejakinan kami maka masjarakat sosialis Pantjasila jang kami 
perdjoangkan setjara kulturil-revolusioner itu adalah suatu keharusan sedjarah 
jang tak dapat dihindarkan oleh siapapun, tetapi terutama oleh kami sendiri. 

Demikianlah pendjelasan Manifes ini diumumkan.
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